LEMBEARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 200%

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BALANGAN,

Menimbang | a bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
periu melakukan penyertaan modal |

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
Balangan;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
MNamar 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di
Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 MNomer 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265) |

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momaor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

4. Undang-Undang MNomeor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan MNegara (Lembaran MNegara Republk
Indonesia Tahun 2004 Momor 5, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Momor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4377},



10.

11.

12

13.

14,

15.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4388)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Eiug ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400},

Undang-Undang MNomer 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan MNasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2004 MNomor: 125, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Momar: 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Meomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) ;

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},

Peraturan Pemerintah MNomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4578),

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Momor 15 Tahun
2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupatan
Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomaor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan MNomor 08 Tahun
2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemenntah
Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Alr Minum
(PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Nomaor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi



Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan |
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 43);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kera
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan { Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Momor 03,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor
44,

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun
2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 07},

18 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009
Nemor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomeor 55,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ;| PERATURAN DAERAH TEMTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)} KABUPATEN
BALANGAN TAHUN 2008

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Balangan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagal unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;

Bupati adalah Bupati Balangan;

4 DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada
suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan

imialan tertentu;

Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud
uang maupun tidak;



7  Perusaghaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya rmilik
Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB Il
TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah berujuan untuk menigkatkan pertumbuhan
perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fenyertaan Modal
Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAE I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Paszal 3

Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penambahan penyertaan modal daerah
ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp 300.000.000.- (Tiga
Ratus Juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, sehingga total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah
Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebesar Rp.
800.000.000 - (Delapan Ratus Juta Rupiah).

BAE IV
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

{1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak daerah yang
diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
mendapatkan keuntungan/laba;

(2) Bagl hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas
dasrah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan sebagai pendapatan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.



Fasal T

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Momor 08 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Pemerintan Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Airr Minum (PDAM)
Kabupaten Balangan Tahun 2008 tidak berlaku lagi.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 11 Desember 2009

\/BUPATI /BALAMGAHZ

/P._,.f

II H. SEFEK EFFENDIE /
Diundangkan di Paringin |
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPA BALANGAN

_.-I".
¥

___#.M. RIDUAN DARLAN |
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 21



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2003

UumMum

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Balangan, guna menigkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemenntah
Kabupaten Balangan pada tahun 20089 ini perlu melakukan penyertaan modal
kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayal (2)
Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efesiensi dan
menghasilkan laba

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jeias

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal B
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 62



